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PUTUSAN 

Nomor 1916/Pdt.G/2024/PA.Pwk 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA 

Memeriksa dan mengadili  perkara perdata agama pada tingkat pertama secara

elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat

antara: 

PENGGUGAT, tempat  dan  tanggal  lahir,  Purwakarta,  10  Maret  1990,

agama  Islam,  pekerjaan  Mengurus  Rumah  Tangga,  pendidikan

SLTP,  tempat  kediaman  di  Kampung  Cikaliung,  RT.15  RW.08,

Desa  Selaawi,  Kecamatan  Pasawahan,  Kabupaten  Purwakarta,

dengan  domisili  elektronik  xdn3selaawi@gmail.com.,  sebagai

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir,  Purwakarta,  20 Mei 1998, agama

Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di

Kampung  Blok  Lio,  RT.06  RW.04,  Desa  Gurudug,  Kecamatan

Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah  mendengar  keterangan  Penggugat  dan  memeriksa  bukti-bukti  baik

bukti tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Desember 2024 yang

didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Purwakarta,  dengan  Nomor

1916/Pdt.G/2024/PA.Pwk,  tanggal  2  Desember  2024  dengan  dalil-dalil  pada

pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa  pada  tanggal  1  Juni  2017,  Penggugat  dengan  Tergugat

melangsungkan  pernikahan  di  wilayah  hukum KUA Kecamatan  Pasawahan,
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Kabupaten Purwakarta,  sebagaimana ternyata dari  Buku Kutipan Akta Nikah

dengan Nomor 0179/001/VI/2017 tertanggal 1 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh

Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasawahan, Kabupaten

Purwakarta;  

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal

di  rumah  orang  tua  Penggugat  di  Kabupaten  Purwakarta  dan  telah

berhubungan  layaknya  suami  istri,  dan  telah  dikaruniai  seorang  anak  yang

bernama  ANAK  I  (Purwakarta,  14  April  2019  /  umur  5  tahun),  NIK

3214105404190001, saat ini anak tersebut tinggal dengan Penggugat;  

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia dan

sejahtera,  namun sejak  bulan  Oktober  2019,  sering  terjadi  perselisihan dan

pertengkaran yang disebabkan antara lain: 

a. Tergugat  tidak  memberikan  nafkah  ekonomi  kepada  Penggugat,

sehingga untuk kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orangtua Penggugat;  

b. Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat dan

anak,  dimana Tergugat  sering pergi  dari  rumah kediaman bersama tanpa

sepengetahuan Penggugat dan tidak kembali lagi;  

c. Adanya  masalah  tempat  tinggal  yang  diinginkan  masing-masing,

dimana Penggugat ingin tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan

Tergugat ingin tinggal di rumah orangtuanya;  

4. Bahwa  puncak  pertengkaran  Penggugat  dan  Tergugat  terjadi  pada

bulan Januari 2020, yang akibatnya Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di

Kabupaten Purwakarta,  sehingga antara  Penggugat  dengan Tergugat  sudah

pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;  

5. Bahwa dengan adanya kejadian  tersebut  Penggugat  tetap  bersabar,

dan  sudah  dilakukan  upaya  musyawarah  antara  Penggugat  dan  Tergugat

beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan

keharmonisan  maka  Penggugat  mengambil  sikap  dan  keputusan  untuk

bercerai  dengan  Tergugat,  karena  sudah  tidak  sanggup  lagi  untuk  tetap

mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Tergugat;  
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6. Bahwa  dengan  keadaan  rumah  tangga  tersebut,  Penggugat  sudah

tidak  ada  harapan  untuk  melanjutkan  rumah  tangga  bersama  Tergugat,

sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,

mawadah, dan rahmat tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan

hanya akan menimbulkan kemudaratan yang berkepanjangan;  

7. Bahwa  Penggugat  bersedia  membayar  biaya  yang  timbul  akibat

perkara ini;  

Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  Penggugat  mohon  kepada  Ketua

Pengadilan  Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara  ini,  dan menjatuhkan

putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);  

3. Menetapkan  biaya  perkara  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan

perundang-undangan yang berlaku;  

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-

adilnya (Ex Aquo Et Bono); 

Bahwa  pada  hari-hari sidang  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat yang

didampingi  Kuasa  Hukumnya  hadir  di  persidangan, sedangkan  Tergugat tidak

pernah  hadir  di persidangan  dan  tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk

menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat

panggilan  melalaui surat tercatat yang dilaksanakan oleh Petugas Pos, Tergugat

telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian  pemeriksaan  dilanjutkan  kepada  pokok  perkara  dengan

dibacakan  surat  gugatan  Penggugat  yang  isinya  tetap  dipertahankan  oleh

Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-

bukti berupa:

A. Surat
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1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0179/001/VI/2017 tanggal 01 Juni

2017  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  KUA  Pasawahan

Kabupaten  Purwakarta  Provinsi  Jawa  Barat.  Bukti  surat  tersebut  telah

bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata

sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Saksi  I,  umur  42  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Wiraswasta,

bertempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, telah memberikan keterangan di

bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

saudara sepupuPenggugat;

- Bahwa antara Penggugat  dengan Tergugat  adalah suami  isteri  yang

menikah pada tahun 2017 yang lalu;

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  bersama

terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa  dari  Pernikahan  Penggugat  dan  Penggugat  telah  dikaruniai

seorang anak;

- Bahwa  pada  awalnya  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak  4 (empat) tahun  yang lalu

Tergugat pergi dan sampai sekarang tidak pernah pulang sama sekali; 

- Bahwa  semenjak  kepergiannya  tersebut  Tergugat  tidak  pulang  serta

tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat;

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

ada komunikasi lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dengan

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum/ Tidak bekerja,

bertempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, telah memberikan keterangan di

bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

keponakan Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
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- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat  tinggal  bersama di

rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa  dari  Pernikahan  Penggugat  dan  Penggugat  telah  dikaruniai

seorang anak dan tinggal dengan Penggugat; 

- Bahwa  pada  awalnya  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat  berjalan  harmonis,  namun  kemudian  antara  Penggugat  dan

Tergugat  sering  terjadi  perselisihan dan pertengkaran,  dan sejak  bulan

Januari 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah

pulang hingga sekarang;

- Bahwa  selama  kepergian  Tergugat  tersebut,  Tergugat  tidak  pernah

memberikan nafkah dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa setahu saksi selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat

sudah tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa saksi sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi

tidak berhasil;

Bahwa  Penggugat  telah  menyampaikan  kesimpulan  akhirnya  yang

menyatakan tetap  ingin  bercerai  dengan Tergugat  dan tidak  akan mengajukan

sesuatu apapun lagi dan telah cukup atas segala keterangan serta penjelasan dan

bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam

berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara  masuk dalam bidang Perkawinan,

maka  berdasarkan  pasal  49  huruf  (a) Undang-Undang  Nomor  03  tahun  2006

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor  50 Tahun 2009, merupakan

kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  berdomisili  diwilayah  hukum  Pengadilan

Agama Purwakarta, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-
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Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama,  Pengadilan  Agama

Purwakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang,  bahwa Penggugat  hadir  sendiri  di  persidangan  sedangkan

Tergugat tidak  pernah  hadir  di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain

untuk  menghadap  sebagai  wakil  atau  kuasanya  yang  sah,  sekalipun  telah

dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak

disebabkan  oleh  sesuatu  halangan  yang  sah  menurut  peraturan  perundang-

undangan yang berlaku, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara

ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat serta diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR., yaitu

putusan yang dijatuhkan tanpa  hadirnya  Tergugat  dapat  dikabulkan sepanjang

berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,

maka  upaya perdamaian dan mediasi  sebagaimana dimaksud dalam pasal  82

Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1989 Tentang  Peradilan  Agama, yang  telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan,  tidak dapat dilakukan;

Menimbang,  bahwa sebelum  Majelis  Hakim mempertimbangkan  tentang

gugatan  cerai  Penggugat,  maka  terlebih  dahulu  Majelis  Hakim akan

mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki  kapasitas atau  Legal  Standing

dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 dan Pasal 73  Undang-Undang

Nomor  7  tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama  yang  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 dan Pasal 20  Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun  1975  yang  intinya  merumuskan   bahwa  :  Gugatan  atau  permohonan

perceraian hanya dapat diajukan oleh suami atau isteri yang telah melangsungkan

perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,

dijelaskan bahwa ”Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah”, dan

pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya Perceraian;
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Menimbang,  bahwa  untuk  memenuhi  maksud  dari  pasal  tersebut,

Penggugat di  persidangan   telah  mengajukan  bukti  P  berupa  fotokopi Buku

Kutipan  Akta  Nikah  yang  sesuai  aslinya,  yang  menerangkan  bahwa  antara

Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 1 Juni

2017,  dimana  Majelis  Hakim  menilai  bahwa  bukti  P tersebut  telah  memenuhi

syarat formal dan materiil sebagai Akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal

165 HIR., sehingga bukti  P tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang

sempurna  dan  mengikat,  oleh  karena  itu  surat  bukti  tersebut  dapat  diterima

sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Penggugat yang  diperkuat

dengan bukti P tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat

dengan  Tergugat  adalah  sebagai  suami  isteri  yang  telah  terikat  dalam  suatu

perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang

memiliki Legal Standing dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  pokok  perkara  ini  adalah  Penggugat

mengajukan  gugatan  cerai  terhadap  Tergugat  dengan  alasan  karena  antara

Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat

telah  pergi  meninggalkan  Penggugat  sejak  bulan  Januari  2020 dan  sampai

sekarang tidak pernah pulang;

Menimbang,  bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir  di  persidangan

dan ketidakhadirannya tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil  gugatan

Penggugat,  namun  karena  perkara  ini  adalah  jenis  perkara  perceraian  di

Pengadilan  Agama  yang  merupakan  perkara  lex  specialis,  maka  terhadap

Penggugat tetap  dibebani  pembuktian  lain  seperti  keterangan  saksi-saksi  dari

pihak  keluarga  atau  orang-orang  yang  dekat  dengan  kedua  belah  pihak,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor

9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974

Tentang Perkawinan; 

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, selain bukti P

yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua)

orang saksi;
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Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat

di persidangan, dalam perkara ini saksi-saksi tersebut hadir secara  in person di

persidangan, sudah dewasa dan menerangkan di bawah sumpah, sehingga saksi-

saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145

ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang,  bahwa  kedua  orang  saksi  tersebut  juga  telah  memberikan

keterangan terhadap peristiwa dan kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri,

pendengarannya sendiri dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya relevan

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, kemudian keterangan yang

diberikan oleh para saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang

lainnya,  oleh  karena  itu  saksi-saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil

sebagaimana telah diatur Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang,  bahwa  2  (dua)  orang  saksi  yang  diajukan  Penggugat  telah

memenuhi  syarat  formil  dan  materil  sebagai  saksi  oleh  karenanya  saksi-saksi

yang  diajukan  oleh  penggugat  tersebut  dapat  diterima  dan telah  memiliki  nilai

pembuktian yang sah;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Penggugat  yang  dikuatkan

dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim

telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri

sah yang menikah pada tanggal 1 Juni 2017 yang tercatat di KUA Kecamatan

Pasawahan, Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa dari  pernikahan  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  dikaruniai

seorang anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak

rukun dan harmonis lagi,  Tergugat telah pergi  meninggalkan Penggugat  dan

tidak  pernah  pulang  serta  tidak  memperdulikan  Penggugat  lagi  sejak  bulan

Januari 2020 atau selama  selama lebih kurang  4  (empat)  tahun 11 (sebelas)

bulan secara berturut-turut;

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

ada komunikasi lagi;
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- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat

dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara

seorang pria dan wanita sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974, ikatan mana merupakan ikatan yang sangat kuat (mitsaqan

ghalidzan) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam

guna mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan

firman Allah SWT dalam surah al-Ruum ayat 21 :

Artinya  :  Dan  diantara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan

untukmu isteri-isteri  dari  jenismu sendiri,  supaya kamu cenderung dan

merasa tenteram kepada-nya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang,  bahwa  untuk  mewujudkan  rumah  tangga  sebagaimana

maksud  pasal  dan  ayat  di  atas,  suami  isteri  seharusnya  tinggal  dan  hidup

bersama  dalam  satu  rumah,  saling  menyayangi,  mencintai,  mengasihi,

mengawasi,  memperhatikan  serta  memenuhi  hak  dan  kewajibannya  masing-

masing,  selain  itu  suami  istri  juga  harus  memiliki  tujuan  yang  sama,  yaitu

membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia; 

Menimbang, bahwa permasalahan diantara Penggugat dan Tergugat telah

sedemikian rupa sifatnya dan sudah tidak ada harapan lagi  akan hidup rukun

dalam rumah tangga, untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah

dan  rahmah,  hal  ini  disebabkan  Tergugat  tidak  bertanggung  jawab  dalam

memenuhi ekonomi rumah tangga, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat

selama lebih  kurang 4 (empat)  tahun 11 (sebelas)  bulan  dan selama itu  pula

sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi, oleh karena itu Majelis menilai ikatan

perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage);
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Tergugat juga telah

mengabaikan ketentuan Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang

No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang

menyatakan  bahwa  setiap  orang  dilarang  menelantarkan  orang  dalam lingkup

rumah tangganya,  padahal  menurut  hukum yang berlaku baginya atau karena

persetujuan  atau  perjanjian  ia  wajib  memberikan  kehidupan,  perawatan  atau

pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang,  Majelis  Hakim  berpendapat,  bahwa  dengan  meneruskan

rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu

pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm), maka hal

tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat

dan Tergugat,  maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut  dihilangkan,  hal

mana sesuai dengan kaidah Fiqh yang berbunyi :  

المفاسد   على درء المصالح  مقدم جلب

Artinya : Menolak mafsadat (kerusakan) didahulukan dari pada mendatangkan 
mashlahat (kebaikan) ;

Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa

alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan beralasan,

telah sejalan dengan maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun  1975  jo.  Pasal  116  huruf  (b)  Kompilasi  Hukum  Islam,  oleh  karenanya

gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,

sementara gugatan Penggugat tentang perceraian beralasan dan tidak melawan

hukum,  maka  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  125  ayat  (1)  HIR.,  gugatan

Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai

dengan  ketentuan  Pasal  119  ayat  (2)  huruf  c  Kompilasi  Hukum  Islam,  maka

Majelis  Hakim  dapat  menjatuhkan  talak  satu  ba’in  sughra Tergugat  kepada

Penggugat;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-

Undang  Nomor  7  Tahun  1989 Tentang  Peradilan  Agama, yang  telah  diubah

dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006 dan perubahan  kedua  dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka  semua  biaya yang timbul dalam

perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum  syar’i

yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara resmi  dan  patut

untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba’in  sughra Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan  kepada  Penggugat untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis  Hakim Pengadilan Agama

Purwakarta  pada  hari  Kamis  tanggal  12  Desember 2024 Masehi,  bertepatan

dengan  tanggal  10  Jumadil  Akhir 1446  Hijriah,  oleh  kami  Muhammad Ismet,

S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis,  Dr. Hj. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. dan Drs.

Ase  Saepudin  H. masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut

dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik

melalui  Sistem  Informasi  Pengadilan  oleh  Ketua  Majelis  dengan  dihadiri  para

Hakim Anggota  tersebut dan  Mulyati,  S.Ag. sebagai  Panitera  Pengganti  serta

dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat. 

Ketua Majelis

ttd

Muhammad Ismet, S.Ag., M.H.

  Hakim Anggota Hakim Anggota
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ttd

Dr. Hj. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

ttd

Drs. Ase Saepudin H

Panitera Pengganti

ttd

Mulyati, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP : Rp60.000,00

2. Biaya Proses : Rp100.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp24.000,00

4. Meterai : Rp10.000,00

   -----------------------------------------------------------------------+

   Jumlah : Rp194.000,00

   (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)
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